PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Kabupaten Kutai Barat 75576. Telepon (0545) 4043841 — 4043704
Fax (0545) 4043843. Website : www kutaibaratkab.go.id

SENDAWAR

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT

Nomor : 900/011/PPK,PPTK,PPK-SKPD,PP,PEMB.BEND.P/
UM-TU.P/1/2019

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN , PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN PEJABAT
PENGADAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA PENGELUARAN PADA BAGIAN

UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG
PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun
Anggaran 2019, maka dipandang perlu untuk mengangkat
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai Pasal 12
ayat 4, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
sesuai pasal 13 dan Pembantu Bendahara Pengeluaran
sesuai Pasal 186 ayat 3 Permendagri Nomor 13 Tahun
2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
bahwa Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan
Pembantu Bendahara Pengeluaran, serta Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) sesuai pasal 1 ayat 7 Perpres Nomor 70
Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, bertanggung jawab atas pelaksanaan
tugasnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang
atau Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris
Daerah tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan
Keuangan Pejabat Pengadaan dan Pembantu Bendahara
Pengeluaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Barat.



Mengingat

10.

Undang - Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang
Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,
Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota
Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang -
Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3962) ;

Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4400);

Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lemabaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 perubahan
kedua dari Pepres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
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Menetapkan ;
KESATU

KEDUA

11.

12,

13.

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam negeri nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Urusan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kutai Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008
Nomor 03);

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2016 Nomor 07);

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2018 Tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kutai Barat Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kutai Barat Tahun 2018 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Mengangkat Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan, Pejabat Penatausahaan Keuangan Pejabat
Pengadaan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat,
dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran
Keputusan ini;

Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum Pertama
mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

I. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas

pokok sesuai Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang
Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010
Pasal 11.
1. Menetapkan rencana Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa yang meliputi;
a. Spesifikasi Teknis Barang/Jasa;
b. Harga perkiraan sendiri (HPS); dan
c. Rancangan Kontrak;
2. Menerbitkan Surat Penunjukkan Penyedia

Barang/Jasa;

3. Menandatangani Kontrak;

4. Melaksanakan Kontrak dengan Penyedia
Barang/Jasa;

S. Mengendalikan Pelaksanaan Kontrak;

6. Melaporkan Pelaksanaan /Penyelesaian Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA/KPA;

7. Menyerahkan hasil pekerjaan Pengadaan
Barang/Jasa kepada PA/KPA dengan berita acara
Penyerahan;

8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk

penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan
pekerjaan kepada PA/KPA setiap Triwulan:dan
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0.

Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen
pelaksaan Pengadaan Barang/Jasa.

II. Pejabat Pelaksana Teknis Kegaiatan (PPTK) mempunyai
tugas pokok sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal
12 ayat S.

I11.

Iv.

1.
2

3.

Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;

Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
dan

Menyiapkan dokumen anggaran atas beban
pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup
dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen
administrasi yang terkait dengan persyaratan
pembayaran yang ditetapkan dengan ketentuan
Perundang-Undangan;

Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan teknis
kegiatan baik secara teknis dan administrasi
keuangan;

Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD)
mempunyai tugas pokok :

1.

Nooahrow

Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran
Langsung (SPP-LS) pengadaan barang dan jasa yang
disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan
diketahui/disetujui oleh PPTK;

. Meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran

Uang Persediaan (SPP-UP), Surat Permintaan
Pembayaran Ganti Uang (SPP-GU), Surat Permintaan
Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU) dan Surat
Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Gaji dan
Tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
Melakukan Verifikasi SPP;

Menyiapkan SPM;

Melakukan Verifikasi harian atas penerimaan;
Melaksanakan Akuntansi SKPD; dan

Menyiapkan Laporan Keuangan SKPD.

Pejabat Pengadaan (PP) mempunyai tugas pokok :

2,

3.

Menyusun jadwal,menetapkan cara pelaksanaan dan
lokasi pengadaan barang/jasa;

Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri
(HPS);

Menyiapkan dokumen pengadaan barang/jasa;
Melakukan penawaran dan negoisasi serta evaluasi
terhadap penawaran penyedia barang/jasa;

. Menyampaikan usulan penetapan penyedia
barang/jasa;
Menandatangai Pakta Integritas bersama Penyedia

Barang/Jasa dan Pejabat Pembuat Komitmen;

. Membuat laporan proses dan hasil pengadaan

barang/jasa;



KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

V. Pembantu Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas
pokok sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 Pasal 222
ayat 3.

1. Buku Kas Umum;

2. Buku Pajak PPN/PPH,

3. Buku Panjar, dan

4. Bukti Pengeluaran yang sah

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat sebagaimana
dimaksud pada diktum Kedua, harus berpedoman pada
ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang
berlaku dan bertanggung jawab kepada Bupati Kutai Barat
melalui Pejabat Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai
Barat;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan
ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kutai Barat melalui DPA-OPD Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun
Anggaran 2019;

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 2 Januari 2019

PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG

1. Bupati Kutai Barat di - Sendawar (sebagai laporan)

2. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Kutai Barat di - Sendawar

3. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Kutai Barat di - Sendawar

4. Masing-masing yang bersangkutan.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT
NOMOR 900/011/PPK,PPTK,PPK-SKPD,PP,PEMB.BEND.P/UM-
TU.P/1/2019 TANGGAL 2 JANUARI 2019 TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN, PEJABAT PENGADAAN DAN PEMBANTU BENDAHARA
PENGELUARAN PADA BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT.

NO

NAMA / NIP | PANGKAT / GOL.RUANG

JABATAN PADA
INSTANSI

JABATAN
PENGELOLA
KAGIATAN

URAIAN KEGIATAN

2

3

4

5

ABED HADRIANUS, SE.

Penata (lll/c)

NIP.19810613 200701 1 006

Kasubbag.
Kepegawaian dan
Tata Usaha
Pimpinan

Pejabat Pembuat
Komitmen
(PPK)

10.

11,

12.

13.
14.
15.

16.

17.

18.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Penyediaan Surat Kawat/Faximili/Internet.

Pemeliharaan Gedung Kantor serta
Lingkungan dan Peralatan Kantor.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor.
Pemeliharaan
Gedung Kantor.
Pengadaan Pemasangan Sepanduk,
Baleho.

Pengadaan Soevenir dan Cinderamata.
Perawatan Taman Rumah Jabatan.
Pembuatan Sekat Bagian SDA dan Ruang
Staf Ahli.

Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor.

Pemeliharaan  Genset dan Instalasi
Perkantoran dan Rumah Dinas Jabatan.
Pemasangan dan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Jaringan LAN.

Rutin/Berkala  Peralatan

WALICARLES, SH

Penata Muda Tingkat | (Ill/b)
NIP. 19750430 201212 1 001

Kasubbag. Rumah
Tangga dan
Perlengkapan

Pejabat Pembuat
Komitmen

(PPK)

10.

1.

Penyediaan Jasa Surat Menyurat.

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan KDH/WKDH.

Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Penyediaan  Barang Cetakan dan
Penggadaan.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan.

Penyediaan Makan dan Minum.

Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi
Perkantoran.

Penyediaan Jasa Sewa Rumah/Gedung
Kantor/Gudang/Tempat Parkir.

Penyediaan Jasa Sewa Sarana Mobilitas.

Penyediaan Biaya Rapat/Koordinasi Dalam
dan Luar Daerah Setkab & KDH/WKDH.
Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat
Penyusunan Anggaran.




12. Penyediaan Bahan Bakar
Minyak/Gas/Pelumas.
13. Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan
Bernegara.
14. Penataan dan Pemberkasan Arsip in Aktif
Bagian Umum.
15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
16. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta
Perlengkapannya.
17. Bimbingan Teknis Tugas Pokok dan
Fungsi.
18. Charter Flight.
19. Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
serta Survey Harga Barang.
20. Penomoran dan  Pembuatan  Kartu
Inventarisasi Barang Milik Daerah.
21. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.
22. Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran.
23. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun.
24. Penyusunan Anggaran.
25. Penyusunan Laporan Kinerja SKPD.
26. Rekonsiliasi Data Keuangan Setkab.
CHRISTIAN GAMAS, ST.,MM Kasubbag. Pejabat Pembuat | 1. Layar LED Gedung ATJ.
Penata (lll/c) Perencanaan dan Komitmen
NIP. 19850908 201101 1 004 Pembinaan (PPK)
(Bagian Pengadaan
Barang dan Jasa)
ABED HADRIANUS, SE. Kasubbag. Pejabat 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
Penata (llifc) Kepegawaian dan | Pelaksana Teknis | 9  penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
NIP.19810613 200701 1 006 Tata Usaha Kegiatan Kesehatan KDH/WKDH.
TS (FPTH) 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor.
4. Penyedigan Barang Cetakan  dan
Penggadaan.
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan.
6. Penyediaan Makan dan Minum.
7. Penyediaan Jasa Pelayanan Administrasi
Perkantoran.
8. Penyediaan Jasa Sewa Rumah/Gedung
Kantor/Gudang/Tempat Parkir.
9. Penyediaan Jasa Sewa Sarana Mobilitas.
10. Penyediaan Biaya Rapat/Koordinasi Dalam
dan Luar Daerah Setkab & KDH/WKDH.
11. Fasilitasi Penyelenggaraan Rapat
Penyusunan Anggaran.
12. Penyediaan Bahan Bakar
Minyak/Gas/Pelumas.
13. Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan
Bernegara.
14. Penataan dan Pemberkasan Arsip in Aktif
Bagian Umum.
15. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional.
16. Pengadaan Pakaian Dinas Berserta
Perlengkapannya.
17. Bimbingan Teknis Tugas Pokok dan
Fungsi.
18. Charter Flight.
19. Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
serta Survey Harga Barang.
20. Penomoran dan  Pembuatan  Kartu

Inventarisasi Barang Milik Daerah.




WALICARLES, SH
Penata Muda Tingkat | (Ill/b)
NIP. 19750430 201212 1 001

Kasubbag. Rumah
Tangga dan
Perlengkapan

Pejabat
Pelaksana Teknis
Kegiatan
{PPTK)

10.

1.

12.

13.
14,
15.

16.

17.

18.

19.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik.

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor.
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga.
Penyediaan Surat Kawat/Faximili/internet.

Pemeliharaan Gedung Kantor serta
Lingkungan dan Peralatan Kantor.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
Kantor.

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor.

Pemelinaraan  Rutin/Berkala  Peralatan
Gedung Kantor.

Pengadaan Pemasangan Sepanduk,
Baleho.

Pengadaan Soevenir dan Cinderamata.
Perawatan Taman Rumah Jabatan.

Pembuatan Sekat Bagian SDA dan Ruang
Staf Ahli.

Penyediaan Jasa Sewa Perlengkapan dan
Peralatan Kantor.

Pemeliharaan Genset dan  Instalasi
Perkantoran dan Rumah Dinas Jabatan.

Pemasangan dan Pemeliharaan
Rutin/Berkala Jaringan LAN.

Layar LED Gedung ATJ.

YAHYA KARANSIUS
Pengatur (ll/c)
NIP.19740509 200902 1 002

Staf Subbag.
Keuangan

Pejabat
Pelaksana Teknis
Kegiatan
(PPTK)

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Penyusunan Pelaporan
Semesteran.

Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
Tahun.

Penyusunan Anggaran.
Penyusunan Laporan Kinerja SKPD.
Rekonsiliasi Data Keuangan Setkab.

Keuangan

HABEL OBRIN
Pengatur (lI/c)
NIP. 19690721 200701 1 014

Staf Bagian
Pengadaan Barang
dan Jasa

Pejabat
Pengadaan
(PP)

NANZY PASKADALIUS, SE.
Penata (lll/c)
NIP. 19840412 2011012013

Kasubbag.
Keuangan

Pejabat
Penatausahaan
Keuangan
(PPK-SKPD)

. Menyusun rencana kegiatan Sub Bagian

Keuangan.

Melaksanakan administrasi keuangan yang
meliputi pembukuan, pertanggungjawaban
dan verifikasi serta perhitungan anggaran.

Menyelenggarakan penyusunan laporan
dan pertanggungjawaban
penyelenggaraan anggaran satuan kerja.

Melaksanakan urusan kas dan gaji

. Menghimpun, mengolah data dan

menyusun program kerja Sub Bagian
Keuangan.

Melaksanakan pengurusan biaya
perpindahan pegawai dan ganti rugi gaji
pegawai serta pembayaran hak-hak
keuangan lainnya.

Melaksanakan evaluasi keuangan
terhadap hasil pelaksanaan program dan
rencana strategis Bagian.

Menysusn laporan akuntabilitas keuangan
Sekretariat Daerah.
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LUSIA NYIQ SUSIATI

Pengatur (ll/c)

NIP.19740325 200902 2 002
LAURIANUS HAMDI

Pengatur (ll/c)

NIP. 19700415 200701 1 030
KARNADINATA

Pengatur (li/c)

NIP. 19761702 200902 1 006
AGATHA CHRISTINE, SE.
ELIAZAR SAMLAN, S.Sos.
ASTRI KUSUMAWARDANI, SE.
FRANSISKA MELLYSA
MERLINA TRIVENA YACOB, Dip. Th.
MICHAEL FEBYANTO

Staf Subbag.
Keuangan

Pembantu
Bendahara
Pengeluaran

©
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Membuat Dokumen Pengeluaran Uang
Membuat SPP

Membuat SPM

Membuat Pembukuan SPJ

Membuat SPP Gaji

Penglolaan Daftar Gaji.

Pengurusan dan Pembayaran Gaji.

Menyetor Anggsuran Pinjaman PNS di
BANK.

Menginput setoran pajak.

Ditetapkan di Sendawar
Pada tanggal, 2 Januari 2019

PENGGUNA ANGGARAN/
PENGGUNA BARANG




